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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH  

 
 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
 

 

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang 

urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

(4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan atas peraturan 

perundang-undangan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
 

Susunan Organisasi 

 
 

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, terdiri atas: 

a. Kepala Badan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b 

b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a; 

2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi 

Publik; 

3) Jabatan Fungsional; dan  

4) Jabatan Pelaksana. 

c. Bidang Anggaran/jabatan administrator setara eselon III.a: 

1) Sub Bidang Program/jabatan pengawas setara eselon IV.a; 

2) Sub Bidang Pengelolaan Anggaran/jabatan pengawas setara eselon IV.a; 

3) Jabatan Fungsional; dan 

4) Jabatan Pelaksana. 
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d. Bidang Perbendaharaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari: 

1) Sub Bidang Non Gaji ASN dan Kas Daerah/jabatan pengawas setara eselon 

IV.a; 

2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji ASN/jabatan pengawas setara  eselon IV.a; 

3) Jabatan Fungsional; dan 

4) Jabatan Pelaksana. 

e. Bidang Akuntansi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari: 

1) Sub Bidang Pembukuan/jabatan pengawas setara eselon IV.a; 

2) Sub Bidang Pelaporan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;  

3) Jabatan Fungsional; dan 

4) Jabatan Pelaksana. 

f. Bidang Aset/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari: 

1) Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan 

Penghapusan/jabatan pengawas setara eselon IV.a; 

2) Sub Bidang Penatausahaan, Pembinaan, Pengendalian dan 

Pengawasan/jabatan pengawas setara eselon IV.a; 

3) Jabatan Fungsional; dan 

4) Jabatan Pelaksana. 

g. UPT. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

 

 

 


